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TRI FEBRI HANDOKO P. (B111 11 318), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 
PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 2083/ Pid.B/ 2014/ PN.Mks), di 
bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Bapak Amir 
Ilyas sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
dalam perkara tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus 
penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar khusus membahas mengenai kasus 
putusan 2083/Pid.B/2014/PN.Mks. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data 
dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa 
Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perkara putusan Nomor: 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif 
yaitu pertama Pasal 378 KUHP dan/atau kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang 
disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutannya, 
Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 
KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan 
terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah 
sesuai dan tepat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 2083/Pid.B/2014/PN.Mks terdakwa 
dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam 
menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim 
telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, 
keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung 
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A. Latar Belakang Masalah   
Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang 
berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama 
masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan 
keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi 
tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 
hukum, maka hukum harus ditegakkan.  
Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar 
bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi 
terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga 
hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam 
kehidupan masyarakat.  
Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan 
pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan:  
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 






Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun 
dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur oleh 
peraturan perundang-undangan, maka pelaku perbuatan yang dianggap 
tercela tersebut tidak dapat dipidana. 
Pada umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan 
hidupnya dengan cara yang halal, seperti bekerja pada sebuah 
perusahaan, menjadi seorang guru, polisi, dokter dan sebagainya. Akan 
tetapi tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah dengan 
cara yang tidak benar, cara yang dianggap tercela baik di mata 
masyarakat maupun hukum. Tuntutan kehidupan yang semakin hari 
semakin sulit menjadi salah satu faktor penyebab mengapa orang 
melakukan perbuatan tercela ini. Berbagai cara dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok meskipun mereka 
mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan 
tercela dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.  
Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai 
dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari 
penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari 
kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan 





Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti 
penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit 
untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah 
meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa 
kata dan keinginan si pelaku penipuan. Kenyataan di lapangan 
membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan 
dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi), sehingga aparat 
penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru dalam 
menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana penipuan dan 
wanprestasi dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang 
Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap sebagai tindak 
pidana penipuan oleh penuntut umum, akan tetapi sebenarnya perbuatan 
tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi penulis tidak 
akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara wanprestasi 
dan penipuan, karena fokus penulis dalam skripsi ini tertuju pada tindak 
pidana penipuan itu sendiri.  
Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan 
yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan 
dalam arti luas diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari 
Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana 





pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. 
Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya 
apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian 
tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru 
dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan 
pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari 
suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang 
berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan 
melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan 
penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan 
tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi 
proses penyidikan.  
Pada tingkat penyidikan, penyidik kepolisian akan berusaha 
mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar nantinya apabila bukti 
dirasa telah cukup, berkas perkara tersebut akan diserahkan ke jaksa 
penuntut umum. Tugas penyidik kepolisian berhenti pada saat 
penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya 
adalah tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang 
nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili dan 





Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun 
contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks yang 
duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut: 
Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini 
pelaku Amiruddin Syam alias Udin pada awalnya menelpon saksi korban 
meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus 
juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan jalan beton di 
Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan secepatnya bila sudah 
menerima uang muka/DP proyek tersebut maupun bila proyek tersebut 
tidak jadi dikerjakan dan saksi korban Lk. Saleh Rahim akhirnya percaya 
dan bersedia membantu memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah). Terdakwa dan saksi korban Lk. Saleh Rahim 
kemudian janjian untuk bertemu di Kantor saksi korban saleh Rahim di 
Jalan Hertasning No. 71 Makassar tetapi terdakwa tidak juga 
mengembalikan uang saksi korban tersebut sehingga pada bulan 
Agustus 2011 saksi korban menghubungi terdakwa lewat handphone 
tetapi handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban Saleh 
Rahim pergi ke Pare-Pare mencari terdakwa di tempat tinggalnya di 
rumah jabatan Walikota Para-Pare tetapi terdakwa tidak ada sehingga 





untuk melayankan surat somasi agar terdakwa mengembalikan dana 
tersebut.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus 
Putusan Nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks).  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan 
nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 





1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam 
perkara tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks.  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan 
dalam putusan nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks.  
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  
1. Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum 
pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi 
yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.  
2. Manfaat bagi penulis, bagi penulis sendiri merupakan hal yang 
sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan, serta 
merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada 








A. Tinjauan Yuridis  
Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, maka 
penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia1, tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, 
yaitu ”tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” 
yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa, mengamati, 
menduga, menilik, atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” 
mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan 
merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 
data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.  
Sedangkan menurut Kamus Hukum2, yuridis berasal dari kata 
Jurisdictie, Rechtmacht (Belanda), Jurisdiction (Inggris) yang artinya 
kekuasaan yang mengadili. Yuridis juga dapat diartikan juga sebagai 
Judicatuur, Rechtspraak (Belanda) atau pengadilan. Semua putusan 
pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, 
juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan 
                                                          
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 
Jakarta: Balai Pustaka. hlm.198. 
2 Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris. 





yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili.  
Satjipto Rahardjo3 mengemukakan bahwa istilah “yuridis” berasal 
dari bahasa Inggris yakni yudicial, yang sering disinonimkan dengan arti 
kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis 
suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan.  
Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk 
suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya. Ia 
dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula sebagaimana 
dikemukakan oleh Scholten4. Undang-undang adalah pernyataan 
kehendak dari negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena 
itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk 
menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang ditelusuri 
apa yang dikehendaki oleh perbuatannya dengan rumusan itu, yang tidak 
lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangan.  
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang 
yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. 
Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-
undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang 
                                                          
3 Satjipto Rahardjo. 2011. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta 
Publishing. hlm.124. 





demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang-undang 
mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam 
hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-
undang biasa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian atau penyimpangan dari yang lain.  
Ilmu hukum menganggap masa perundang-undangan itu dengan 
mengorganisasikan ke dalam suatu sistem tertentu. Perkembangan 
langkah yang demikian ini membawa kepada soal sistemasi bahan-bahan 
perundang-undangan ke dalam pengertian pokok tertentu serta 
menimbulkan pertanyaan, ”apakah gunanya pembentukan pengertian-
pengertian seperti itu bagi usaha penemuan hukum?”.  
Scholten menyatakan adalah benar bahwa pencarian hukum 
dilakukan melalui penempatan kejadian-kejadian dibawah peraturan 
peraturan, tetapi yang terjadi sebetulnya adalah lebih dari itu. Di samping 
tidak dikehendaki agar penalaran yang logis dan ketat itu menjadi raja. 
Metode sistemasi dan konstruksi yang dalam hal keduanya merupakan 
pengembangan dari metode penalaran logis, merupakan yang satu-
satunya yang menentukan.5  
                                                          





Scholten mengemukakan bahwa6:  
Hukum sebagai suatu sistem terbuka. Sistem itu tidak boleh 
berubah dan diubah selama pembuat undang-undang tidak 
mengubahnya. Tujuan akhir keputusan hukum adalah keadilan. Dari 
keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi 
yang harus diciptakan dalam masyarakat, yang dirumuskannya 
sebagai “memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang 
sama”.  
 
W. Friedmann menyatakan bahwa pemahaman mengenai hukum 
melampaui peraturan atau teks-teks dokumen7. Dalam kaitan itu, Roscoe 
Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, 
melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya 
hukum8. 
Curzon menyatakan bahwa orientasi hukum pada dasarnya tidak 
bisa ditentukan batas-batasnya. Dalam kaitan itu, Curzon menyatakan 
bahwa pengkajian hukum sebagai upaya menguji nilai-nilai keadilan 
dalam perspektif ideologis senantiasa diperhadapkan pada pilihan 
penggunaan metode hukum normatis-analis (melihat hukum sebagai 
sistem peraturan-peraturan yang abstrak dan lembaga yang otonom) dan 
                                                          
6 Ibid., hlm.22. 
7 W. Friedmann. 1993. Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, (terjemahan). 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.42. 
8 H. J. Van Schravendijk. 2003. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. (terjemahan). 





sosiologis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat), dan 
karena itu ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner.9 
Radbruch mengemukakan bahwa tugas teori hukum adalah “the 
classification of legal value and postulates up to their philosophieal 
foundation‟, artinya mengambil sebagai basisnya nilai-nilai serta postulat-
postulat hukum, bukan peraturan hukum. Dalam kaitan itu, W. Friedmann 
menyatakan bahwa “an attempt to give an analysis of these philosophical, 
political and other non-juristic premises of legal theory”. Teori hukum 
memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti kaitan antara 
hukum dengan latar belakang konsepsi tentang manusia.10 
Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan 
perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori 
hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah 
pengkajian hukum terhadap tindak pidana perjudian. Khusus dalam 
tulisan ini, pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas 
mengenai penerapan hukum pidana materil yaitu delik apa yang terjadi, 
siapa pelakunya, unsur-unsur delik yang terpenuhi, pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. 
                                                          
9     Satjipto Rahardjo., Op.cit., hlm.8-9. 






B. Tindak Pidana  
1. Istilah Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
Hukum Pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini 
terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi 
mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena 
itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah 
strafbaar feit. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman 
pendapat mengenai pengertian strafbaar feit secara universal. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan pidana yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:11 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, 
seperti dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang 
Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang 
Hak Cipta), UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan lainnya.  
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, 
misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum 
Pidana, H. J. Van Schravendijk dalam buku Pelajaran 
Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam 
bukunya Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga 
pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.  
                                                          





3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum 
juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang 
dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai 
dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga 
beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana 
(Dalam Buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku 
beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan 
istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik 
Percobaan Delik-Delik Penyertaan, walaupun menurut beliau 
lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh M. H. Tirtaamidjaja.  
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh 
Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. 
Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran 
Tentang Hukum Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
undang-undang dalam Undang-Undang No. 13/Drt/1952 
tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum 
Pidana.  
 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari stafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar 
diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata 
feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.  
Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah pebuatan. Dalam kaitannya dengan 





juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu 
adalah terjemahan dari kata recht, sehingga seolah-olah kata 
straf sama dengan kata recht, yang sebenarnya tidak demikian 
halnya. Untuk kata “baar” sendiri, ada dua istilah yang 
digunakan yaitu boleh dan dapat. Secara literlijk kedua kata ini 
bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat 
istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. Secara literlijk, feit memang lebih pas untuk 
diterjemahkan sebagai perbuatan, kata pelanggaran telah lazim 
digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk 
mengartikan dari sitilah overtreding sebagai lawan dari istilah 
misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana 
masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara 
itu, untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih 
luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja 
menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan juga mencakup 
seluruh kejadian yang tidak hanya disebabkan oleh adanya 
perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti 
matinya seseorang karena tersambar petir atau tertimbun tanah 
longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi 
penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu 
diakibatkan oleh perbuatan manusia lainnya baik perbuatan 
yang besifat pasif maupun aktif.12 
 
Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih diperdebatkan 
ketepatan penggunaan katanya. Kata “tindak” merujuk kepada hal 
berupa kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak 
termasuk dalam kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Padahal 
pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk 
perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu 
bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya 
                                                          





suatu gerakan atau tindakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, 
misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau menipu (Pasal 378 
KUHP). Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak 
melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya 
seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, 
misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531) KUHP atau 
perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).13 
Bedasarkan istilah Strafbaar feit di atas yang terdiri dari tiga 
kata, yaitu straf, baar dan feit, maka penulis sendiri memberikan arti 
strafbaar feit sebagai tindak pidana. 
2. Pengertian Tindak Pidana  
a. J. E. Jonkers  
Peristiwa Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.14  
 
b. Moeljatno  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang 
melanggar larangan tersebut.15 
 
 
                                                          
13 Ibid., hlm.70. 
14 Ibid., hlm.75. 





c. VOS  
Strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau tingkah laku 
yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan 
pidana.16 
d. R. Tresna  
Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap 
perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.17  
 
e. Wirjono Prodjodikoro  
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat 
dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia 
lakukan.18  
 
3. Subjek Tindak Pidana  
Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai 
dengan kata “barang siapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat 
melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya 
adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan 
sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, 
                                                          
16 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Jakarta: Storia Grafika. hlm.205. 
17 Ibid., hlm.209. 






pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai 
pencabutan hak dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang 
dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau persoon.  
Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak 
pidana adalah orang secara pribadi, meskipun ia berkedudukan 
sebagai pengurus komisaris suatu badan hukum. Namun, 
seiring dengan perkembangan zaman, subjek tindak pidana 
dirasakan perlu diperluas, sehingga sekarang bukan hanya 
manusia secara persoon yang menjadi subjek tindak pidana, 
akan tetapi badan hukum pun telah dirasa perlu menjadi subjek 
tindak pidana. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak 
dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus 
dipidana adalah pribadi pengurus komisaris badan hukum 
tersebut.19 
 
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
a. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak 
pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:20  
1. Subjek;  
2. Kesalahan;  
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
dan  
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
 
b. Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11, yaitu:21  
1. Unsur tingkah laku;  
                                                          
19 Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.55. 
20 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi., Op.cit., hlm.211.  





2. Unsur melawan hukum;  
3. Unsur kesalahan;  
4. Unsur akibat konstitutif;  
5. Unsur keadaan yang menyertai;  
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  
9. Unsur objek hukum tindak pidana;  
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
 
 
c. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia  membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu :22  
1. Hubungan sebab akibat (causaal verband); 
2. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid); 
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (opzet) dan 
kelalain (culpa); dan  
4. Tiada hukum tanpa kesalahan.  
 
1. Hubungan Sebab Akibat (Causaal Verband)  
Bahwa tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada akibat 
tertentu dari perbuatan si pelaku yang menyebakan kerusakan atau 
kerugian terhadap kepentingan orang lain. Akibat inilah yang nantinya 
akan menandakan keharusan adanya suatu hubungan sebab-akibat 
(causaal verband) antara perbuatan si pelaku dan kerugian 
kepentingan tersebut. Adapun teori mengenai hubungan sebab akibat 
(causaal verband) ini, yaitu:  
a. Teori Syarat Mutlak (conditio sine qua non)  
                                                          





Penganut teori ini adalah Von Buri. Teori ini 
mengatakan bahwa suatu akibat tertentu disebabkan oleh 
beberapa sebab yang saling berhubungan satu sama lain, 
sehinga apabila salah satu dari sebab tersebut tidak terjadi, 
maka akibat yang diharapkan tidak akan tejadi atau akibat 
tersebut akan batal terjadi. Dengan demikian, inti dari teori ini 
adalah mengenal beberapa sebab dari hanya satu akibat. 
b. Teori Penyebaban yang Bersifat Dapat Diperkirakan 
(adequate veroorzaking) 
Penganut dari teori ini adalah Von Bar yang kemudian 
diteruskan oleh Van Kries. Teori ini mengatakan bahwa suatu 
hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila 
menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan 
sebelumnya bahwa sebab sebagai hasil tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang akan diikuti oleh akibat tertentu 
sebagai penyebab dari tindakannya tersebut. Perbedaanya 
dengan teori conditio sine qua non, diambil hanya satu yang 
sebenarnya dianggap sebagai sebab. Yang lain dinamakan 
bukan sebab, melainkan hanya semacam hal yang kebetulan 
terjadi dan mendahului atau mengikuti sebab yang 





Contoh :  Si A meminjamkan senapannya ke B untuk dipakai 
berburu hewan di hutan. B di dalam hutan 
menyuruh temannya, si C untuk membawa 
senapan itu. Pada waktu si C bermain-main 
dengan senapan tersebut, secara tidak sengaja 
senapan tersebut meletus dan mengenai dada si D 
yang oleh karenanya si D meninggal dunia. 
Menurut teori Von Buri, perbuatan dari A,B dan C 
semuanya merupakan sebab dari meninggalnya si D. 
Sedangkan menurut teori yang dianut oleh Von Bar dan Van 
Kries, hanya perbuatan si C lah yang merupakan sebab dari 
kematian si D.  Meskipun kedua teori ini berbeda, akan tetapi 
kedua teori ini sama-sama sepakat bahwa hanya si C yang 
dapat dipertanggungjawabkan.23 
2. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)  
Unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu 
perbuatan pidana adalah terdapat kelakuan dan akibat dari 
perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, 
keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan 
hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. 
                                                          





Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap 
perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Dikatakan 
sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan 
telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. 
Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga 
disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum 
sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Dikatakan 
sebagai sikap melawan hukum secara materil disamping memenuhi 
syarat-syarat formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan 
telah dilarang oleh hukum. 
Menurut Moeljatno24, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)  
dibagi dua yakni: 
Melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif. Sifat 
melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap 
batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif 
bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh 
hukum. 
 
Sifat melawan hukum formal dilihat dari dilarangnya suatu 
perbuatan oleh undang-undang, maka pada setiap delik sudah 
dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum sedangkan sifat 
melawan hukum materil dilihat dari sikap batinnya pelaku, maka pada 
                                                          





setiap delik dianggap ada unsur sifat melawan hukum, harus 
dibuktikan. 
Melawan hukum yang dimaksud adalah melawan isi perjanjian 
yang telah disepakati para pihak. Orang yang dikenai pidana harus 
mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). 
Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara 
sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian dalam melaksanakan 
isi perjanjian. Pelaku delik penipuan baru dapat dipidana jika ia dapat 
bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras. 
Jika ingin merumuskan perbuatan wanprestasi masuk dalam 
delik penipuan, maka unsur-unsurnya harus memenuhi rumusan 
unsur-unsur delik penipuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 
378 KUH Pidana. Unsur yang pertama yaitu melawan hukum. Unsur 
melawan hukum dapat memiliki dua pengertian yaitu secara formal 
dan materiil, yang masuk kategori melawan hukum secara formal 
yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-
undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara 
materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-
undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis. 
Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana 
berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila dalam suatu pasal 





harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti 
maka putusannya vrijspraakatau putusan bebas. Sedangkan, jika 
unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari 
suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut 
menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van rechtverfolging).25 
3. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana  
Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa subjek tindak pidana 
adalah manusia (persoon). Dalam hubungannya dengan kesalahan 
yang dilakukan pelaku, maka perlu dilihat aspek kebatinan dari si 
pelaku. Maksudnya hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang 
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru 
kalau hal ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang 
pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder 
schuld). Unsur kesalahan dari si pelaku ada dua, yaitu kesengajaan 
(dolus) dan kelalain (culpa).26 
3.1.  Kesengajaan (Dolus)  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan 
atau dolus, bukan unsur culpa. Hal ini dapat dikatakan layak 
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sebab yang pantas mendapatkan hukuman pidana ialah mereka 
yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang meskipun mereka mengetahui bahwa 
perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang. 
Dalam kehidupan sehari-sehari, tidak jarang kita lihat 
terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 
menimbulkan kerusakan atau kerugian pada orang lain. 
Seringkali orang yang melakukan perbuatan ini meminta maaf 
kepada orang yang dirugikan atas perbuatannya ini dengan 
berkata “maaf, saya tidak sengaja”. Hal yang demikian biasanya 
akan dimaafkan oleh orang yang dirugikan atau dirusak 
barangnya apabila kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan 
dari perbuatan tersebut tidaklah terlalu begitu berarti, sehingga 
orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan 
mendapatkan hukuman, karena telah dimaafkan oleh orang 
yang dirugikan karena perbuatannya. 
Kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur utama, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi 





melawan hukum. Kesengajaan (opzet) ini ada tiga macam 
yaitu27: 
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk); 
b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij 
zekerheids-bewustzijn); dan 




a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku 
melakukan perbuatannya dengan niat agar perbuatanya 
tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka 
apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak 
pidana, si pelaku memang pantas untuk dijatuhi hukuman 
pidana,karena sejak dari awal ia melakukan 
perbuatannyamemang bertujuan agar perbuatannya 
tersebut terlaksana sesuai apa yang ia inginkan. Dengan 
kata lain, dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan 
ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukuman pidana. 






Atas oogmerk ini terdapat dua teori yang bertentangan 
satu sama lain. Kedua teori itu adalah:  
o Teori kehendak (wilstheorie)  
Teori kehendak menganggap bahwa 
kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat 
suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Jadi 
inti dari teori ini adalah si pelaku melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja karena ia menghendaki 
suatu akibat tertentu, sehingga agar akibat yang 
dikehendakinya tersebut tercapai, maka si pelaku 
melakukan perbuatan yang akan mengakibatkan 
timbulnya suatu akibat sebagaimana yang 
dikehendakinya. 
o Teori bayangan (voorstellings theorie)  
Teori ini menganggap bahwa kesengajaan ada 
apabila si pelaku pada waktu mulai melaksanakan 
perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat 
yang bersangkutan akan tercapai, dan oleh karena itu 
ia menyesuaikan perbuatannya agar tercapai akibat 
yang diinginkan. Untuk membedakan kedua teori di 





A memegang sebuah senapan di tangannya. A 
mengarahkan senapannya ke arah B yang berada di 
depannya. A kemudian menarik pelatuk dari senapan 
itu, sehingga mengenai dada si B dan menyebabkan 
meninggalnya si B. 
Menurut teori kehendak, A melakukan tindak 
pidana pembunuhan dengan sengaja, karena si A 
menghendaki kematian si B. Sedangkan menurut teori 
bayangan, si A melakukan tindak pidana pembunuhan 
dengan sengaja, karena pada waktu menembak, si A 
mempunyai bayangan atau gambaran dalam 
pikirannya bahwa apabila ia menembak si B yang 
berada di depannya, si B akan meninggal. Atas 
bayangan yang berada di kepala si A tadi, kemudian si 
A menyesuaikan tindakan yang harus diambilnya agar 
bayangan yang berada di kepalanya akan kematian si 
B dapat terwujud.  
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet 
bijzekerheids-bewustzijn)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 





benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 
Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) 
menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si 
pelaku, maka kini juga dapat dikatakan bahwa terdapat 
unsur kesengajaan di dalamnya. Menurut teori bayangan 
(voorstelling theorie), keadaan ini sama dengan 
kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) dalam keduanya 
tentang akibat, tidak dapat dikatakan adanya kehendak dari 
si pelaku, melainkan hanya gambaran atau dalam gagasan 
pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. 
Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu 
disebutkan peristiwa “Thomas van Bremerhaven”, yaitu 
perbuatan seorang berupa memasukkan sesuatu ke dalam 
kapal laut yang dapat menyebabkan kapal laut itu meledak 
apabila kapal itu sudah berada di tengah laut. Dengan 
peledakan tersebut, maka kapal laut juga akan hancur, dan 
jika hal ini terjadi, maka pemilik kapal akan menerima uang 
asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan 
kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila 
kapal hancur, para awak kapal dan penumpang lainnya 
akan tenggelam di laut dan akan mati. Dengan demikian, 





bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku, namun dianggap 
ada kesengajaan si pelaku dalam menghilangkan nyawa 
orang banyak dan atas dasar ini pelaku dapat dipersalahkan 
melakukan tidak pidana pembunuhan.28 
Pada dasarnya, hampir tidak ada perbedaan yang 
mencolok antara kesengajaan secara tujuan (oogmerk) 
dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian 
(zekerheids-bewustzijn). 
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet 
bijmogelijkheids-bewustzijn). 
Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan secara 
teori dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan 
kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang 
bersangkutan tanpa adanya tujuan untuk 
merealisasikan gagasan tersebut, maka harus ditinjau 
seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya 
kemungkinan, maka apakah perbuatan itu akan 
dilakukan atau tidak oleh si pelaku. Jika hal ini terjadi, 
maka dapat dikatakan bahwa akibat yang tidak 
dikehendaki oleh si pelaku dan baru hanya akan 
mungkin terjadi, akan dipikul pertanggungjawabannya 
jika akibat tersebut benar-benar terjadi tanpa adanya 




                                                          
28 Ibid., hlm.63-65. 





3.2. Kelalaian (Culpa)  
Arti kata “culpa” adalah kesalahan pada umunya, tetapi 
dalam ilmu hukum “culpa” diartikan sebagai suatu macam 
kesalahan dimana si pelaku tindak pidana karena ia kurang 
berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja tersebut 
terjadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak 
pidana memiliki unsur kesengajaan. Akan tetapi, ada kalanya 
suatu akibat dari suatu tindakan pidana begitu berat merugikan 
kepentingan seseorang, seperti kematian manusia, sehingga 
dirasakan tidak adil, terutama bagi keluarga yang meninggal 
dunia sanak keluarganya, sedangkan pelaku tindak pidana yang 
menyebabkan kematian tersebut penjatuhan pidana kepadanya 
tidak sepadan dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh 
keluarga atas kehilangan sanak keluarganya tersebut.  
4. Hubungan Antara Kesengajaan Dengan Sifat Melawan Hukum  
Kesengajaan juga dapat mengenai “sifat melawan hukum” atau 
wederrechtelijkheid. Artinya, bahwa ada persoalan apakah dalam 
suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya 
dilarang oleh hukum pidana. Unsur “sifat melawan hukum” diliputi 
oleh unsur kesengajaan sehingga orang dapat dipidana apabila ia 





Terdapat asas yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap 
mengetahui hukum (Iedereen wordht geacht de wet te kennen). Jadi 
dengan adanya asas ini semua orang dianggap tahu bahwa apakah 
suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Apabila asas ini 
diberlakukan, maka orang dapat dihukum meskipun sebenarnya ia 
tidak tahu bahwa perbuatannya itu melawan hukum. 
5. Tiada Hukum Tanpa Kesalahan (Geen Strafzonder Schuld)  
Dulu seseorang telah dapat dihukum apabila ia telah melakukan 
“pelanggaran” meskipun tanpa kesalahan. Berlatar belakang akan hal 
inilah muncul pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin 
seseorang dapat dihukum tanpa kesalahan sedikitpun. Baru pada 
tanggal 14 Februari 1916 ada suatu putusan Pengadilan Tertingi di 
Belanda (Hoge Raad) yang secara tegas membenarkan pendapat 
sebelumnya mengenai seseorang tidak boleh dipidana tanpa adanya 
unsur kesalahan yang melekat pada perbuatannya tersebut. 
Penulis sendiri membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 
dua, sama seperti yang dikemukakan oleh Lamintang dalam bukunya 
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Pembagian kedua unsur 
tersebut adalah unsur pembuat (subyektif) dan unsur perbuatan 
(obyektif). Unsur pembuat (subyektif) adalah unsur yang melekat 
pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan segala sesuatunya 





hati si pelaku. Sedangkan unsur perbuatan (obyektif) merupakan 
unsur di luar diri pelaku yang berhubungan dengan keadaan-keadaan 
(circumtances), yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si 
pelaku harus dilakukan.30  
D. Tindak Pidana Penipuan  
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  
Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan 
yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari 
hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdrijven tegen de 
eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini 
diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 
KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 
dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau 
kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah 
menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 
(dua) pengertian, yaitu:31 
                                                          
30 Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.11. 
31 LN and Associates. Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia. Diakses dari 
http://www.Inassociates.com/articels-fraud-in-criminal-law-indonesia.html, pada tanggal 19 





1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang 
dirumuskan dalam BAB XXV KUHP. 
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang 
dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 
(bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan 
oplichting.  
 
Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian 
penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk 
pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus 
yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat 
meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan 
yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit 
tidak ada dalam bentuk diperberat. 
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif 
atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu 
perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah 
orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan 
benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara 
melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, 
memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai 
rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif 
atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk 






2. Jenis-Jenis Penipuan Menurut KUHP 
Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV 
Pasal 379-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang 
jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu: 
1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam 
bentuk pokok; 
2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. 
Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau 
suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan; 
3) Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut 
penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang 
tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar 
lunas harganya. Unsur dari flessentrekkerij adalah unsur 
menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai 
kebiasaan; 
4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan 
nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini 
dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, 
melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-
perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu; 






6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang 
menimbulkan kerusakan pada benda yang di 
pertanggungkan; 
7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana 
persaingan curang atau oneerlijke mededinging; 
8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual-beli; 
9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 
beberapa salinan (copy) kognosement; 
10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual beli dalam bentuk geprivilegeerd; 
11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tenang 
tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah; 
12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 
bahan makanan dan obat; 
13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan 
pembagunan atau pemborongan; 
14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan 
barang untuk angkatan perang; 






16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan 
berita bohong yang membuat harga barang-barang 
kebutuhan menjadi naik; 
17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan 
gambaran tidak benar tentang surat berharga; 
18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan 
neraca palsu; 
19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma 
atau merk atas barang dagangan; 
20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan 
pengacara; 
21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam kelurga; dan 
22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. 
Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini 
sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan 
hakim dan pemecatan hak. 
3. Unsur Subjektif Penipuan  
Unsur subjektif dalam sebuah tindak pidana penipuan meliputi 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan 
dengan melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat 





o Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan 
perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu berupa 
unsur kesalahan (schuld) yang melekat pada diri pelaku. 
Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada 
menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di 
belakangnya, seperti unsur melawan hukum, 
menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain 
sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah 
ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya 
pada saat memulai perbuatan menggerakkan. 
Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang 
sudah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi 
diri sendiri maupun bagi orang lain.  
o Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud 
sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada 
unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melakukan perbuatan 
menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan 
hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan 





unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan 
hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah 
berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan 
atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan 
menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam 
dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. 
Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang atau melawan hukum materiil. Karena 
unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan 
tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam 
persidangan. Perlu dibuktikan di sini adalah si pelaku 
mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu 
dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang 
dicela masyarakat. 
4. Unsur Objektif Penipuan  
Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan:  
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai 
nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun 
dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk 





hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.  
 
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif 
sebagai berikut: 
- Perbuatan menggerakkan (Bewegen) 
Kata bewegen dapat juga diartikan dengan istilah 
membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri 
tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah 
bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai 
perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh 
pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni 
kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga 
merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat 
bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara 
melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya 
yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan 
perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan 
yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, 
menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di 
dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat 






- Yang digerakkan adalah orang 
Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, 
orang yang memberi hutang dan orang yang 
menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah 
orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan 
merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 
KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang 
menyerahkan benda, memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang adalah harus orang yang 
digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi 
hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh 
selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga 
menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang 
yang digerakkan                                                         
- Tujuan Perbuatan 
Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi 
menjadi 2 (dua) unsur, yaitu: 
a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian 
benda dalam penipuan memiliki arti yang sama 
dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, 






b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, 
dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya 
dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai 
suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang 
adalah suatu perikatan, misalnya menyetor 
sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi 
hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi 
pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian 
yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan 
hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban 
bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar 
sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan 
istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang 
mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan 
menghapuskan piutang mempunyai pengertian 
yang lebih luas dari sekedar membebaskan 
kewajiban dalam hal membayar hutang atau 
pinjaman uang belaka, karena menghapuskan 
piutang diartikan sebagai menghapuskan segala 
macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana 





untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada 
korban atau orang lain.  
- Upaya-upaya penipuan 
Upaya penipuan disini dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, 
yaitu: 
a. Dengan menggunakan nama palsu (valsche 
naam), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian 
nama palsu, antara lain:  
 Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan 
namanya sendiri melainkan nama orang lain 
(misalnya menggunakan nama seorang teman). 
Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang 
tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak 
ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A 
menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada 
pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada 
tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus 
berpegang pada nama yang dikenal oleh 
masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat 
dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan 
nama C itu adalah menggunakan nama palsu. 





nama orang lain yang sama dengan namanya 
sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda? 
Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan 
diri sebagai seorang pegawai bank yang juga 
bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan 
diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini 
tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi 
menggunakan martabat atau kedudukan palsu.  
b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu 
(valsche hoedanigheid), dalam hal ini terdapat 
beberapa istilah yang sering digunakan sebagai 
terjemahan dari perkataan valsche hoedanigheid 
yaitu, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, 
dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud 
dengan kedudukan palsu itu adalah suatu 
kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, 
kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-
hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak 
mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu 
ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar 
mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti 





misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, 
yang dengan demikian menerima bagian tertentu 
dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah 
atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad 
dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan 
bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu 
adalah bersikap secara menipu terhadap orang 
ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang 
agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang 
dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai 
seorang pedagang atau seorang pejabat.  
c. Menggunakan tipu muslihat (listige 
kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan 
(zamenweefsel van verdichtsels), dalam hal ini 
kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-
sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau 
palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau 
kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah 
benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yaitu 
pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan 
pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau 





perbuatan yang sedemikian rupa dan yang 
menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang 
kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak 
benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan 
tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang 
lain itulah yang sebenarnya diinginkan oleh si 
pelaku penipuan, karena dengan tergerak hatinya 
atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa 
sarana agar si korban menyerahkan benda yang 
dimaksud.  
Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang 
berjudul Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP 
membagi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:32 
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai yang 
bersifat tujuan (oogmerk); 
- Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya antara 
lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati 
keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911); 
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 
tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, 
misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang 
yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. 
Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang 
memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-
lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan 
membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang 
                                                          






ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya 
kebohongan itu sebagai upaya penipuan; 
- Menggerakan orang lain, artinya dengan cara-cara tersebut 
dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk 
menyerahkan suatu barang kepadanya; dan 
- Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk 
memberi utang ataupun menghapus piutang, merupakan 
bagian inti dari tindak pidana ini bermakna pada tindak 
pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang 
atau menghapus piutang). 
 
E.  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
1. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
a.  Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu: 
1) Dasar pemberatan karena jabatan  
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 
KUHP yang merumuskan: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan 
tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.33  
 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 
ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si 
pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 
                                                          





(empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana 
dengan:34  
- Melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya; 
- Memakai kekuasaan jabatannya; 
- Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
dan 
- Menggunakan sarana yang diberikannya karena 
jabatannya.  
 
2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan. 
Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana 
dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan 
diatur dalam Pasal 52a KUHP yang merumuskan:   
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik 
Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.  
 
Dalam Pasal 52a ini tidak menentukan tentang 
bagaimana caranya menggunakan bendera 
kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan tersebut, 
oleh karena itu kejahatan ini dapat terwujud dengan 
menggunakan cara apapun. 
 






3)  Dasar pemberatan karena pengulangan (Recidive)  
Dalam hukum pidana, arti dari pengulangan 
(recidive) tidaklah cukup hanya dengan melihat 
berulangnya seseorang melakukan suatu tindak pidana, 
tetapi juga harus dikaitkan pada syarat-syarat tertentu 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-
undang. 
Mengenai pengulangan, hal-hal yang diatur oleh 
KUHP yaitu:35  
- Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-
tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat 
tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 
486, 487 dan 488 KUHP. 
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 
387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan 
beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat 
(2) dan 512 Ayat (3). 
 
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada 
recidive ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :36  
- Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak 
pidana; 
                                                          
35 Ibid. 





- Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si 
pembuat oleh negara karena tindak pidana yang 
pertama; dan 
- Pidana itu telah dijalankannya pada yang 
bersangkutan.  
 
b.  Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ini ialah pada diri si pembuat dapat dipidana 
melampaui ancaman maksimum pada tindak pidana yang 
bersangkutan dan hal-hal yang menyebabkan mengapa tindak 
pidana tersebut diperberat. Disebut dasar pemberat khusus, 
karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja.  
Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana pada tindak 
pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, 
maka dapat dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk 
pokok, bentuk yang lebih berat (gequalificeerda) dan bentuk 
yang lebih ringan (geprivilegeerde). Ciri dari tindak pidana 
dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerda) itu sendiri 
ialah harus memuat unsur yang ada pada pokoknya 
ditambah dengan satu atau dua unsur khusus yang bersifat 
memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang 
dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.37 
 
2.  Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana  
a.  Dasar Diperingannya Pidana Umum  
Hal-hal yang menyebabkan suatu pidana dapat diperingan 
adalah:  
                                                          





1)  Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun  
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal 
yang menghapuskan, mengurangkan atau 
memberatkan pidana.Tentang hal yang memperingan 
pidana dimuat dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam 
Pasal 45, terhadap seorang yang belum dewasa yang 
dituntut pidana karena melakukan suatu tindak pidana 
ketika umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun, 
maka hakim dapat menentukan salah satu di antara 3 
(tiga) kemungkinan sebagaimana yang dirumuskan 
dalam Pasal 45. 3 (tiga) kemungkinan tersebut adalah:38  
- Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang 
yang belum dewasa karena melakukan suatu 
perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 
hakim dapat menentukan: 
- Memerintahkan supaya yang bersalah 
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 
atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; 
atau memerintahkan supaya yang bersalah 
diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana 
apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan 
atau salah satu pelanggaran berdasarkan 
Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 
514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta 
belum lewat dua tahun sejak dinyatakan 
bersalah karena melakukan kejahatan atau 
salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan 
putusannya telah menjadi tetap; atau 
- Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 
 
                                                          





Apabila hakim memerintahkan anak itu diserahkan 
kepada pemerintah, menurut Pasal 46, maka ia:39 
- Dimasukkan dalam rumah pendidikan negara 
supaya menerima pendidikan dari pemerintah 
atau di kemudian hari dengan cara lain; atau 
- Diserahkan kepada seorang tertentu yang 
bertempat tinggal di Indonesia atau kepada 
sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga 
amal yang berkedudukan di Indonesia. 
 
Apabila hakim memilih yang ketiga, yaitu 
menjatuhkan pidana, maka dalam hal ini, terdapat 2 
(dua) kemungkinan, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 47, yaitu:40  
- Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka hakim menjatuhkan pidana yang berat 
atau lamanya adalah maksimum pidana pokok 
yang diancamkan pada tindak pidana yang 
dilakukannya itu dikurangi sepertiga. 
- Dalam hal kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 
15 (lima belas) tahun. 
 
2)  Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Setelah diberlakukannya undang-undang ini, maka 
Pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah tidak berlaku lagi. 
                                                          






Yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.  
3)  Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan 
Kejahatan  
Menurut J. E. Jonkers sesungguhnya percobaan 
dan pembantuan kejahatan merupakan dasar 
peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang 
sebenarnya, karena:41  
- Percobaan dan pembantuan kejahatan tidaklah 
memenuhi syarat bagi suatu tindak pidana 
tertentu selesai, sehingga pada dasarnya ia 
tidak melakukan kejahatan. Hanya karena 
undang-undang menentukan bahwa percobaan 
dan pembantuan dapat dipidana, maka hal ini 
menjadi suatu alasan diperingannya suatu 
pidana, karena syarat-syarat suatu tindakan 
dikatakan sebagai tindak pidana, tidak dipenuhi 
secara 100% oleh si pelaku percobaan dan 
pembantuan kejahatan; dan 
- Ketentuan mengenai dipidananya pembuat 
yang gagal (percobaan) dan pembuat pembantu 
tidak dimuat dalam BAB III BUKU I tentang “Hal-




                                                          





b.  Dasar Diperingannya Pidana Khusus  
Ada beberapa tindak pidana tertentu yang dicantumkan 
alasan peringan pidananya. Hal ini hanya berlaku khusus 
terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak 
berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar 
peringan pidana khusus ini tersebar di pasal-pasal yang terdapat 
dalam KUHP. Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana itu 
lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih 
ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana 
terhadap si pembuatnya. Tindak pidana pembandingnya tersebut 
ada 2 (dua), yaitu:42  
- Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, 
disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar 
(eenvoudige delichten); dan 
- Pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk eenvoudige 
delichten), tapi perbuatan serta syarat-syarat lainnya 
sama. 
 
                                                          







A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan fokus penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota 
Makassar khusus membahas mengenai kasus putusan 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi 
penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian dilokasi ini Penulis dapat 
memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat 
memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan 
adalah: 
1. Data Primer, adalah data mengenai putusan nomor 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks yang diperoleh atau bersumber 
langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, sumbernya adalah buku-buku, literatur serta 





C.  Teknik Pengumpulan Data  
1. Metode Penelitian  
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui 
metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode 
penelitian lapangan (field research).  
a) Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 
literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas.  
b) Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber terkait, seperti hakim 
dan jaksa yang berhubungan dengan permasalahan dalam 
skripsi ini.  
2. Metode Pengumpulan Data  
a) Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data, dimana 
penulis mengadakan tanya jawab dengan para narasumber yang 
terkait seperti hakim dan jaksa yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas.  
b) Dokumentasi (documentation), yaitu teknik pengumpulan data, 
dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-





D.  Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil 
penelitian mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak Pidana 
Penipuan Dalam Putusan Nomor: 2083/Pid.B/2014/PN.Mks 
  
1. Posisi Kasus 
Berdasarkan Putusan Nomor: 2083/Pid.B/2014/PN.Mks tentang 
kasus mengenai tindak pidana penipuan, terdakwa  bernama 
Amiruddin Syam alias Udin pada awalnya menelpon saksi korban 
meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus 
juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan jalan beton di 
Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan secepatnya bila sudah 
menerima uang muka/DP proyek tersebut maupun bila proyek tersebut 
tidak jadi dikerjakan dan saksi korban Saleh Rahim akhirnya percaya 
dan bersedia membantu memberikan dana sebesar Rp 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah). Terdakwa dan saksi korban Saleh Rahim 
kemudian janjian untuk bertemu di kantor saksi korban Saleh Rahim di 
Jalan Hertasning No. 71 Makassar. 
Pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi korban 
di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar untuk 
mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 





kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi Hasbiah Nusi untuk 
menghitung uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di 
depan terdakwa dan saksi korban dan setelah itu dibuatkan tanda 
terima berupa bukti pengeluaran kas  PT. Kopi Jaya Cocoa tertanggal 
21 Februari 2011 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
untuk proyek Pare-Pare 2011 (titipan dana dari Pak Saleh yang akan 
dikembalikan secepatnya lalu bukti tanda terima uang tersebut di 
tandatangani  oleh terdakwa Lk. Amiruddin Syam alias Udin Syamsul 
Alam dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dilakukan 
dokumentasi berupa foto.  
Beberapa lama setelah terdakwa menerima uang tersebut dari 
saksi korban, sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi korban 
bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 
secepatnya sehingga saksi korban menunggu untuk pengembalian  
uang tersebut, tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi 
korban tersebut sehingga pada bulan Agustus 2011 saksi korban 
menghubungi terdakwa lewat handphone tetapi handphone  terdakwa 
tidak aktif sehingga saksi korban Saleh Rahim pergi ke Pare-Pare 
mencari terdakwa di tempat tinggalnya di rumah jabatan Walikota 
Para-Pare tetapi terdakwa tidak ada sehingga kemudian saksi korban 
menguasakan kepada kuasa hukum saski korban untuk melayankan 





di respon oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa tertipu dan 
telah dirugikan oleh terdakwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban 
menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
atau setidak-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Reg. 
Perkara: PDM-874/Mks/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 pada 
pokoknya berbunyi sebagai berikut: 
KESATU  
Bahwa ia terdakwa Amiruddin Syam alias Udin pada tanggal 21 
Pebruari 2011 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
bulan Februari 2011 atau setidak-tidaknkya pada suatu waktu dalam 
tahun 2011 bertempat di Jalan Hertasning Raya No. 71 Makassar 
tepatnya di kantor saksi korban Lk. Saleh Rahim, MBA atau setidak-
tidaknya pada sudatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu  
atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun serangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus 
piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut :  
 
-  Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban meminta 
bantuan pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan jalan beton di 
Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan secepatnya bila 
sudah menerima uang muka/DP proyek tersebut maupun bila 
proyek tersebut tidak jadi dikerjakan dan saksi korban Lk. Saleh 
Rahim akhirnya percaya dan bersedia membantu memberikan 
dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 





untuk bertemu di kantor saksi korban Saleh Rahim di Jalan 
Hertasning No. 71 Makassar; 
-  Pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi korban 
di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar untuk 
mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati dengan saksi korban 
Lk. Saleh Rahim kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi 
Pr. Hasbiah Nusi untuk menghitung uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didepan terdakwa dan saksi 
korban dan setelah itu dibuatkan tanda terima berupa bukti 
pengeluaran kas  PT. Kopi Jaya Cocoa tertanggal 21 Februari 
2011 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  untuk 
proyek  Pare-Pare 2011 (titipan dana dari Pak Saleh yang akan 
dikembalikan secepatnya lalu bukti tanda terima  uang tersebut di 
tandatangani oleh terdakwa Lk. Amiruddin Syam alias Udin 
Syamsul Alam dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut 
dilakukan dokumentasi berupa foto;  
-  Bahwa beberapa lama setelah terdakwa menerima uang tersebut 
dari saksi korban, sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi 
korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 
dalam waktu secepatnya sehingga saksi korban menunggu untuk 
pengembalian uang tersebut, tetapi terdakwa tidak juga 
mengembalikan uang saksi korban  tersebut sehingga pada bulan 
Agustus 2011 saksi korban menghubungi terdakwa lewat 
handphone tetapi handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi 
korban Saleh Rahim pergi ke Pare-Pare mencari terdakwa di 
tempat tinggalnya di rumah jabatan Walikota Para-Pare tetapi 
terdakwa tidak ada sehingga kemudian saksi korban 
menguasakan kepada kuasa hukum saksi korban untuk 
melayankan surat somasi agar terdakwa mengembalikan  dana 
tersebut tetapi tidak di respon oleh terdakwa sehingga saksi 
korban merasa tertipu  dan telah dirugikan oleh terdakwa;  
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita 
kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau 
setidak-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut di atas.   
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 








Bahwa ia terdakwa Amiruddin Syam alias Udin pada tanggal 21 
Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
bulan Pebruari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam 
tahun 2011 bertempat di Jalan Hertasning Raya No. 71 Makassar 
tepatnya di kantor saksi korban Lk. Saleh Rahim, MBA atau setidak-
tidaknya pada sudatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena 
kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
 
-  Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban meminta 
bantuan pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan jalan beton di 
Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan secepatnya bila 
sudah menerima uang muka/DP proyek tersebut maupun bila 
proyek tersebut tidak jadi dikerjakan dan saksi korban Lk. Saleh 
Rahim akhirnya percaya dan bersedia membantu memberikan 
dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
Terdakwa dan saksi korban Lk. Saleh Rahim kemudian janjian 
untuk bertemu di kantor saksi korban Saleh Rahim di Jalan 
Hertasning No. 71 Makassar;  
-  Pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi korban 
di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar untuk 
mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati dengan saksi korban 
Lk. Saleh Rahim kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi 
Pr. Hasbiah Nusi untuk menghitung uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di depan terdakwa dan 
saksi korban dan setelah itu dibuatkan tanda terima berupa bukti 
pengeluaran kas PT. Kopi Jaya Cocoa tertanggal 21 Februari 
2011 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk 
proyek Pare-Pare 2011 (titipan dana dari Pak saleh yang akan 
dikembalikan secepatnya lalu bukti tanda terima  uang tersebut di 
tandatangani oleh terdakwa Lk. Amiruddin Syam alias Udin 
Syamsul Alam dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut 





-  Bahwa beberapa lama setelah terdakwa menerima uang tersebut 
dari saksi korban, sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi 
korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 
dalam waktu secepatnya sehingga saksi korban menunggu untuk 
pengembalian uang tersebut, tetapi terdakwa tidak juga 
mengembalikan uang saksi korban tersebut sehingga pada bulan 
Agustus 2011 saksi korban menghubungi terdakwa lewat 
handphone tetapi handphone terdakwa tidak aktif sehinigga saksi 
korban Saleh Rahim pergi ke Pare-Pare mencari terdakwa di 
tempat tinggalnya di rumah jabatan Walikota Para-Pare tetapi 
terdakwa tidak ada sehingga kemudian saksi korban 
menguasakan kepada kuasa hukum saksi korban untuk 
melayankan surat somasi agar terdakwa mengembalikan  dana 
tersebut tetapi tidak di respon oleh terdakwa sehingga saksi 
korban merasa tertipu dan telah dirugikan oleh terdakwa;  
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita 
kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau 
setidak-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut di atas.   
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 372 KUHP. 
3. Alat Bukti Tindak Pidana Penipuan 
Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan adalah : 
a. Keterangan Saksi  
1) Saksi Saleh Rahim 
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Februari 2011 
bertempat di Jalan Hertasning Raya No. 71 Makassar 
tepatnya di Kantor saksi korban Lk. Saleh Rahim;  
-  Bahwa terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta 
bantuan pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan 
jalan beton di Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan 





tersebut maupun bila proyek tersebut tidak jadi dikerjakan 
dan saksi korban akhirnya percaya dan bersedia membantu 
memberikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah);  
-  Bahwa terdakwa dan saksi korban kemudian janjian untuk 
bertemu di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 
Makassar;  
-  Bahwa tanggal 21 Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi 
korban di kantor saksi korban di Jalan Hertasning Raya No. 
71 Makassar untuk mengembalikan uang sebesar Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya 
sudah disepakati dengan saksi korban;  
-  Bahwa saksi korban kemudian menyuruh karyawannya yaitu 
saksi Pr. Hasbiah Nusi untuk menghitung uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di depan terdakwa dan 
saksi korban, dan setelah itu dibuatkan tanda terima berupa 
bukti pengeluaran kas PT. Kopi Jaya Cocoa tertanggal 21 
Februari 2011 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) untuk proyek Pare-Pare 2011 (titipan dana dari saksi 
korban yang akan dikembalikan secepatnya lalu bukti tanda 
terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa Lk. 
Amiruddin Syam Alias Udin Syamsul Alam dan pada saat 
terdakwa menerima uang tersebut dilakukan dokumentasi 
berupa foto;  
-  Bahwa beberapa lama setelah terdakwa menerima uang 
tersebut dari saksi korban, sesuai dengan janji terdakwa 
kepada saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan 
uang tersebut dalam waktu secepatnya sehingga saksi 
korban menunggu untuk pengembalian uang tersebut, tetapi 
terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban 
tersebut sehingga pada bulan Agustus 2011 saksi korban 
menghubungi terdakwa lewat handpone tetapi handpone 
terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban pergi ke Pare-
Pare mencari terdakwa di tempat tinggalnya di rumah 
jabatan Walikota Pare-Pare tetapi terdakwa tidak ada 
sehingga kemudian saksi korban menguasakan kepada 
kuasa hukum saksi korban untuk melayangkan surat somasi 
agar terdakwa mengembalikan dana tersebut tetapi tidak 
direspon oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa 
tertipu dan telah dirugikan oleh terdakwa;  
-  Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita 





atau setidak-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut di 
atas.   
2) Saksi Hasbiah Nusi  
-  Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Februari 2011 
bertempat di Jalan Hertasning Raya No. 71 Makassar 
tepatnya di kantor saksi korban Lk. Saleh Rahim MBA;  
-  Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan diperusahaan milik 
saksi korban;  
-  Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 
adalah saksi sendiri pada tanggal 21 Februari 2011 di kantor 
saksi di PT. Jaya Cocoa di Jalan Hertasning Raya No. 71 
Makassar;  
-  Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada terdakwa 
pada saat itu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah); 
- Bahwa bukti penyerahan uang tersebut yakni bukti 
pengeluaran kas dari PT. Kopi Jaya Cocoa Nomor: 120 
tanggal 21 Februari 2011 yang tandatangani oleh terdakwa 
dan diketahui oleh Direktur PT. Kopi Jaya Cocoa Makassar; 
-  Bahwa bukti penyerahan uang tersebut menerangkan 
bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk proyek Pare-
Pare (titipan dana dari P. Saleh yang akan dikembalikan 
secepatnya); 
-  Bahwa yang hadir pada saat saksi menyerahkan uang 
kepada terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) yakni saksi Saleh Rahim dan saksi Karyawati; 
-  Bahwa saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut, saksi 
hanya diperintah oleh Direktur PT. Kopi Jaya Cocoa untuk 
menyerahkan kepada terdakwa;  
-  Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan 
uang tersebut kepada saksi maupun kepada Direktur PT. 
Kopi Jaya Cocoa yaitu saksi korban Lk. Saleh Rahim. 
 
b. Keterangan Terdakwa Amiruddin Syam Alias Udin  
-  Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Februari 2011 bertempat di 
Jalan Hertasning Raya No. 71 Makassar tepatnya di kantor 
saksi korban Lk. Saleh Rahim, MBA;  
-  Bahwa  terdakwa menelepon saksi korban untuk meminta 





juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek pekerjaan jalan 
beton di Pare-Pare dan berjanji akan mengembalikan 
secepatnya bila sudah menerima uang muka/DP proyek 
tersebut maupun bila proyek tersebut tidak jadi dikerjakan dan 
saksi korban akhirnya percaya dan bersedia membantu 
memberikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). Terdakwa dan saksi korban kemudian janjian untuk 
bertemu di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 
Makassar;  
-  Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa menjumpai 
saksi korban di kantor saksi korban di Jalan Hertasning Raya 
No. 71 Makassar untuk mengambil uang sebesar Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya sudah 
disepakati dengan saksi korban;  
-  Bahwa saksi korban kemudian menyuruh karyawannya yaitu 
saksi Pr. Hasbiah Nusi untuk menghitung uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di depan terdakwa dan 
saksi korban, dan setelah itu dibuatkan tanda terima berupa 
bukti pengeluaran kas PT. Kopi Jaya Cocoa tertanggal 21 
Februari 2011 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) untuk proyek Pare-Pare 2011 (titipan dana dari saksi 
korban) yang akan dikembalikan secepatnya lalu bukti tanda 
terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa Lk. 
Amiruddin Syam Alias Udin Syamsul Alam dan pada saat 
terdakwa menerima uang tersebut dilakukan dokumentasi 
berupa foto;  
-  Bahwa beberapa lama setelah terdakwa menerima uang 
tersebut dari saksi korban, sesuai dengan janji terdakwa kepada 
saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang 
tersebut dalam waktu secepatnya sehingga saksi korban 
menunggu untuk pengembalian uang tersebut. 
-  Bahwa  terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban 
tersebut sehingga pada bulan Agustus 2011 saksi korban 
menghubungi terdakwa lewat handpone tetapi handpone 
terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban pergi ke Pare-Pare 
mencari terdakwa di tempat tinggalnya di rumah jabatan 
Walikota Pare-Pare tetapi terdakwa tidak ada sehingga 
kemudian saksi korban menguasakan kepada kuasa hukum 
saksi korban untuk melayangkan surat somasi agar terdakwa 
mengembalikan dana tersebut tetapi tidak direspon oleh 
terdakwa sehingga saksi korban merasa tertipu dan telah 





-  Bahwa akibat perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi 
korban mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah);  
-  Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada 
dalam BAP. 
 
c. Surat  Kwitansi 
Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila telah 
ada bukti permulaan, terdapat dalam KUHAP Pasal 17, yang 
dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti 
permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan 
bunyi Pasal 1 butir 14. Dalam kasus ini terdapat bukti permulaan 
berupa 1 (satu) Kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
No. Reg. Perk: PDM-874/Mks/Ep/12/2014 tanggal 2 Maret 2015 
pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Makassar yang 
mengadili perkara ini memutuskan :  
MENUNTUT 
1.  Menyatakan terdakwa Amiruddin Syam Alias Udin, bersalah 
melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur 
dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan 
Pertama; 
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Syam Alias 
Udin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi 






3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi 
tanda terima uang sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara; 
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar 
biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).   
 
Tuntutan tidak boleh melampaui ancaman pidana maksimal. 
Tuntutan tidak mengikat Hakim dan Hakim dapat menjatuhkan sanksi 
diluar tuntutan Jaksa sepanjang tidak melanggar maksimal dan 
minimal ancaman pidana. 
5. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks ini sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN SYAM alias UDIN 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; 
2.  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu  dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan lamanya terdakwa  berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4.  Memerintahkan terdakwa  untuk tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi 
tanda terima uang sebanyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta 
rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 










6. Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana penipuan, dimana yang menjadi terdakwa Amiruddin Syam 
Alias Udin yang telah melakukan penipuan kepada Saleh Rahim. 
Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan 
alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa Pasal yang 
dipersangkakan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk 
bebas dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri lebih 
tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana Jaksa telah 
mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 
KUHP. Karena pada Pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-
unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, dengan memakai nama palsu atau identitas palsu dengan tipu 
muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang 
lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang 
atau menghapuskan piutang. Dengan demikian pada kasus ini 
penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah 
terbukti melakukan tindak pidana penipuan.  
Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam 





memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan 
secara cermat jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan 
itu berlangsung.  
Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur 
378 KUHP yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini 
adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan 
perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 
terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam 
persidangan ini adalah  Amiruddin Syam Alias Udin  sebagai manusia 
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka unsur 
“barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum.  
Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi yang di sumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang 





Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi korban di kantor saksi 
korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar untuk mengambil uang 
sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya 
pengurusan proyek pekerjaan jalan beton di Pare-Pare dan berjanji 
akan mengembalikan secepatnya bila sudah menerima uang muka/DP 
proyek tersebut maupun bila proyek tersebut tidak jadi dikerjakan dan 
saksi korban Saleh Rahim akhirnya percaya dan bersedia membantu 
memberikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi korban bahwa terdakwa 
akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu secepatnya 
sehingga saksi korban menunggu untuk pengembalian  uang tersebut, 
tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban  tersebut 
sehingga pada bulan Agustus 2011 saksi korban menghubungi 
terdakwa lewat handphone tetapi handphone terdakwa tidak aktif 
sehingga saksi korban Saleh Rahim pergi ke Pare-Pare mencari 
terdakwa di tempat tinggalnya di rumah jabatan Walikota Para-Pare 
tetapi terdakwa tidak ada sehingga kemudian saksi korban 
menguasakan kepada kuasa hukum saksi korban untuk melayankan 
surat somasi agar terdakwa mengembalikan dana tersebut tetapi tidak 
di respon oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa tertipu dan 
telah dirugikan oleh terdakwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban 





Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.  
Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, 
dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau 
supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”. Bahwa 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 
benar pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa menjumpai saksi 
korban di kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar 
untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) yang sebelumnya sudah di sepakati dengan saksi korban  
Saleh Rahim, sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi korban 
bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 
secepatnya sehingga saksi korban menunggu untuk pengembalian 
uang tersebut, tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi 
korban tersebut sehingga pada bulan Agustus 2011 saksi korban 
menghubungi terdakwa lewat handphone tetapi handphone terdakwa 
tidak aktif sehingga saksi korban Saleh Rahim pergi ke Pare-Pare 
mencari terdakwa di tempat tinggalnya di rumah jabatan Walikota 
Para-Pare tetapi terdakwa tidak ada sehingga kemudian saksi korban 





surat somasi agar terdakwa mengembalikan dana tersebut tetapi tidak 
di respon oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa tertipu dan 
telah dirugikan oleh terdakwa. Maka berdasarkan fakta di atas maka 
unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal 
maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 
orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat 
hutang atau menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan secara hukum.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, oleh karena itu kepada terdakwa 
wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 
378 KUHP terhadap terdakwa AMIRUDDIN SYAM alias UDIN, 
menurut penulis sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP.  
Kasus ini bukan merupakan wanprestasi karena unsur 
wanprestasi adalah kelalaian atau kesalahan sedangkan pada delik 
penipuan unsurnya adalah kesengajaan. Pada kasus wanprestasi 






B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks 
 
1. Pertimbangan Hakim 
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa yakni :  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan maka diperoleh 
fakta hukum sebagai berikut:  
-  Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Saleh Rahim 
berkenalan sebagai teman sejak tahun 2005, terdakwa 
dikenal saksi korban karena ayah terdakwa waktu itu 
menjabat sebagai Walikota Pare-Pare; 
-  Bahwa pada bulan Februari 2011 terdakwa berada di Pare-
Pare menelpon saksi korban Saleh Rahim yang berada di 
Makassar, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban 
minta bantuan untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk 
digunakan mengurus proyek jalan beton di Pare-Pare, 
terdakwa menjanjikan akan mengembalikan secepatnya jika 
uang muka proyek sudah diterima terdakwa; 
-  Bahwa saksi korban Saleh Rahim setelah mendengar cerita 
terdakwa melalui telpon tersebut langsung percaya dan 
bersedia memberikan pinjaman uang  kepada terdakwa; 
-  Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa datang di 
kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar, 
untuk menerima uang dari saksi korban; 
-  Bahwa saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) disaksikan oleh 
karyawan saksi korban bernama Hasbiah Nusi dan ada dibuat 
foto dokumentasi pada penyerahan uang tersebut; 
-  Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban 
tersebut ternyata kemudian terdakwa tidak pernah lagi 
menghubungi saksi korban, nomor handphone yang 





sudah diganti sehingga saksi korban mulai merasa curiga 
kepada Terdakwa; 
-  Bahwa pada bulan Agustus 2011 saksi korban Saleh Rahim 
datang ke Pare-Pare di Rumah Jabatan Wali Kota dengan 
maksud untuk bertemu langsung terdakwa namun ternyata 
saksi korban tidak dapat bertemu dengan terdakwa, 
selanjutnya saksi korban merasa telah ditipu sehingga 
melaporkan terdakwa ke polisi.   
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan Dakwaan yaitu: Pertama : Pasal 378 KUHP atau 
Kedua: Pasal 372 KUHP.  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan Dakwaan Pertama,  Pasal 378 KUHPidana, 
unsur-unsurnya sebagai berikut:   
1.  Barang siapa; 
2.  Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum; 
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu  






Ad.1. Unsur “barang siapa”  
Adapun yang dimaksud unsur “barang siapa” disini adalah setiap 
orang pendukung hak dan kewajiban kepadanya dapat 
bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan 
ke persidangan sebagai terdakwa adalah Amiruddin Syam Alias Udin 
dimana selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa dapat 
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana 
layaknya orang sehat akal fikirannya, dengan demikian  unsur ini telah 
terpenuhi.  
Ad.2. Unsur  “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum" 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saleh Rahim, 
Hasbia Nusi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh 
fakta-fakta sebagai berikut:  
-  Bahwa pada bulan Pebruari 2011 terdakwa berada di Pare-
Pare menelpon saksi korban Saleh Rahim yang berada di 
Makassar, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban 
minta bantuan untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp 
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk 
digunakan mengurus proyek jalan beton di Pare-Pare, 
terdakwa menjanjikan akan mengembalikan secepatnya jika 
uang muka proyek sudah diterima terdakwa dan kalaupun 
proyek tersebut tidak jadi dikerjakan oleh terdakwa tetap akan 
mengembalikan secepatnya uang saksi korban Saleh Rahim;  
-  Bahwa saksi korban Saleh Rahim setelah mendengar cerita 
terdakwa melalui telepon tersebut langsung percaya dan 





-  Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 terdakwa datang di 
kantor saksi korban di Jalan Hertasning No. 71 Makassar, 
untuk menerima uang dari saksi korban;  
-  Bahwa saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 
500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) disaksikan oleh 
karyawan saksi korban bernama Hasbiah Nusi dan ada dibuat 
foto dokumentasi pada penyerahan uang tersebut;  
-  Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban 
tersebut ternyata kemudian terdakwa tidak pernah lagi 
menghubungi saksi korban, nomor handphone yang 
digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban juga 
sudah diganti sehingga putus komunikasi antara saksi korban 
Saleh Rahim dengan terdakwa, dengan keadaan tersebut 
membuat  saksi korban mulai merasa curiga kepada 
terdakwa.   
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas 
ternyata saksi korban Saleh Rahim telah tergerak menyerahkan uang 
kepada terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
uang tersebut diserahkan oleh saksi korban Saleh Rahim karena 
terbuai cerita terdakwa bahwa akan mengerjakan suatu proyek jalan 
beton di kota Pare-Pare sehingga dalam waktu dekat (waktu tidak 
lama) akan mengembalikan uang saksi korban Saleh Rahim, namun 
ternyata terdakwa tidak ada mengerjakan proyek jalan beton di Pare-
Pare, sehingga dengan rangkaian cerita terdakwa tersebut membuat 
saksi korban Saleh Rahim tergerak menyerahkan uang kepada 
terdakwa;   
Bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan 





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas 
maka pembelaan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa pada 
pokoknya bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum “ tidak terpenuhi alasan bahwa 
hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Saleh Rahim adalah 
hubungan pinjam meminjam uang sehingga hubungan tersebut 
termasuk hubungan keperdataan bukan suatu perbuatan melawan 
hukum, apa yang dilakukan terdakwa sebenarnya adalah suatu 
perbuatan wanprestasi;  
Menimbang, bahwa alasan pembelaan penasihat hukum 
terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena secara 
sepintas memang terkesan hubungan hukum antara terdakwa dengan 
saksi korban Saleh Rahim adalah hubungan keperdataan tetapi jika 
dikaji secara mendalam apa sesungguhnya niat terdakwa 
menyampaikan kepada saksi korban Saleh Rahim yaitu dengan 
rangkaian kata-kata “… saya akan mengerjakan sebuah proyek jalan 
beton di Pare-Pare, berikan saya dulu uangnya Rp 500.000.000,- 
(Lima ratus juta rupiah) nanti saya kembalikan dalam waktu dekat“; 
Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban pada 
tanggal 21 Pebruari 2011 ternyata waktunya sudah berbulan-bulan 
terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi korban bahkan nomor 





korban langsung dimatikan (diganti), disini terlihat ada itikad buruk 
yang mendasari terdakwa sebelum menerima uang dari saksi korban, 
selain itu isi kata-kata terdakwa bahkan akan mengerjakan proyek 
beton di Kota Pare-Pare ternyata bohong belaka karena setelah dicek 
oleh saksi korban ternyata tidak ada proyek beton di Kota Pare-Pare;  
Bahwa terdakwa ada suatu keadaan yang membuat saksi korban 
percaya ketika terdakwa berbicara tentang proyek jalan beton yaitu 
ayah terdakwa waktu itu sedang menjabat sebagai Walikota Pare-Pare 
sehingga dengan keadaan tersebut lebih meyakinkan orang lain in 
casu saksi korban percaya tentang omongan terdakwa;  
Bahwa dengan adanya niat terlebih dahulu untuk melakukan 
penipuan oleh terdakwa kepada saksi korban Saleh Rahim sebelum 
saksi korban menyerahkan uang atau sebelum terdakwa menerima 
uang dari Saleh Rahim maka jelas perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi unsur delik penipuan;  
Ad.3. Unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya”.  
Yang dimaksud pada  unsur ini adalah ada  rangkaian kata-kata 





rangkaian kata-kata bohong tersebut tergerak menuruti permintaan 
pelaku untuk menyerahkan sesuatu barang;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan  
keterangan terdakwa serta barang bukti berupa bukti pengeluaran kas 
bertanggal 21-2-2011 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:  
-  Bahwa pada bulan Februari 2011 terdakwa di Pare-Pare 
menelpon saksi korban Saleh Rahim di Makassar, terdakwa 
menyampaikan bahwa akan mengerjakan sebuah proyek 
jalan beton di Pare-Pare namun sekarang butuh uang 
sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang 
tersebut akan secepatnya dikembalikan setelah terdakwa 
menerima uang muka proyek tersebut, kalaupun proyek 
tersebut tidak jadi dikerjakan terdakwa tetap mengembalikan 
uang saksi korban secepatnya;  
-  Bahwa dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut 
membuat saksi korban Saleh Rahim percaya apalagi 
terdakwa waktu itu ayahnya sedang menjabat sebagai 
Walikota Pare-Pare sehingga dengan rangkaian kata-kata 
yang diucapkan mengenai pekerjaan proyek jalan beton 
membuat saksi korban tergerak memenuhi permintaan 
terdakwa yaitu memberikan uang sejumlah Rp 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah).   
 
Dengan demikian, maka unsur “dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum;  
Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 378  KUHP 





“Penipuan” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Pertama 
sedangkan mengenai dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan 
lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada  
Dakwaan Pertama   hal mana pada diri Terdakwa tidak ditemukan 
adanya alasan yang dapat menghapus pemidanaan maka Terdakwa 
harus dihukum;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap 
Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan  Terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan:  
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain 
mengalami kerugian;    
Hal-hal yang meringankan:  
-  Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-  Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi;  







2. Analisis Penulis 
Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa Hakim 
dalam memutus perkara Nomor 2083/Pid.B/2014/PN.Mks sudah tepat 
dalam mengambil dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan 
fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh 
undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan 
tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan unsur-unsur delik 
yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi 
terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa 
melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat 
dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan salah satu Mejelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Suparman Nyompa, 
S.H.,M.H. (tanggal 21 Desember 2015)  yang menerangkan bahwa 
putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum 
dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut yang 
menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan 
putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP 





Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat 
menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada 
perkara ini tidak ditemukan dasar untuk meenghapuskan pidana atas 
diri terdakwa.  
Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan 
yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi 
petimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hal-
hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini 
yaitu:   
Hal-hal yang memberatkan:  
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain 
mengalami kerugian.  
Hal-hal yang meringankan:  
-  Terdakwa belum pernah dihukum;  
-  Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi;  
-  Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang 
terungkap  dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan 
ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim 
melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang 








Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum 
terhadap pelaku tindak pidana penipuan  dalam perkara putusan 
Nomor: 2083/Pid.B/2014/PN.Mks, terdakwa didakwakan dengan 
menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP 
dan/atau kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang 
disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan 
materil. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, 
berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi 
maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan 
pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan 
tepat. 
2. Pertimbangan hukum  Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 
2083/Pid.B/2014/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana 





bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 
KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan 
pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana 
hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, 
fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang 
ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi 
pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, serta tidak 
menimbulkan efek jera kepada terdakwa. 
B. Saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait 
dengan penelitian penulis antara lain: 
1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam 
suatu perkara, baik penuntut umum maupun majelis Hakim agar 
senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan 
menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang 
sebenarnya. 
2. Perlu adanya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana 
untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya, agar tidak ada 
pihak yang dirugikan satu sama lain. 
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